ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014
tentang Qanun Jinayat pada pelaku gay (liwath) di Kota Lhokseumawe masih belum
terlaksana dengan baik karena masih terdapat pelaku liwath dan belum semua
kebijakan pada ganun diterapkan seperti tidak diterapkan hukuman cambuk bagi
pelaku liwath. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan memahami
implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat di Kota
Lhokseumawe dan kendala Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam implementasi
Qanun tersebut. Teori yang digunakan penelitian ini yaitu implementasi kebijakan
menurut George C. Edward Edward 11l yang dipengaruhi oleh empat variabel yaitu
komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian
menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe yaitu (a)
sosialisasi ganun pada masyarakat, (b) koordinasi dan kerjasama dengan pihak
terkait, (c) melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku liwath, dan (d)
menerapkan hukuman bagi pelaku liwath. Kendala Pemerintah Kota Lhokseumawe
dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat di
Kota Lhokseumawe yaitu (a) komunikasi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat
kurang maksimal sehingga masyarakat tidak mengetahui dan memahami ganun
tersebut, (b) Sumberdaya terbatas mulai anggaran, kendaraan patroli yang minim, dan
Sumberdaya Manusia terbatas, (c) disposisi dari masyarakat yang kurang mendukung
dalam implementasi ganun dengan berperilaku melanggar aturan ganun seperti
berbuat liwath, dan juga kurangnya kepedulian dan tidak melapor jika ada kasus
liwath didaerahnya, (d) Struktur birokrasi yaitu tidak ada SOP maupun aturan daerah
yang mengatur fungsi, peran dan kewenangan pihak terkait dalam implementasi
ganun tersebut, sehingga untuk melaksanakan tugas harus menunggu surat tugas dari
pemerintah Kota Lhokseumawe.
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